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Abstrak
 

Penelitian "Kajian Dokumen Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum

Lingkungan", bertujuan untuk mendapatkan deskripsi analitis mengenai ketentuan beracara dalam perkara

perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana LSM bertindak sebagai penggugat, selain itu juga

mendapatkan data dan informasi mengenai peran LSM dalam penegakan hukum lingkungan beserta

hambatannya. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah point d'interet point d 'action, dimana hanya pihak-

pihak yang berkepentingan sajalah yang berhak mengajukan gugatan perdata lingkungan berdasarkan

perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang secara langsung menderita

kerugian dalam kaitannya dengan perkara lingkungan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan yang

terjadi. Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib

membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih jauh mengenai peranan LSM

dalam mengajukan gugatan perdata lingkungan dan asas bahwa penggugatlah yang harus membuktikan

kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif.

Langkah awal ialah dengan melakukan persiapan penelitian termasuk didalamnya studi literatur. Langkah

berikutnya menyusun format pedoman pertanyaan yang diperlukan untuk wawancara dengan narasumber.

Berkanaan dengan terbatasnya dana dan waktu, penelitian ini berupa pengamatan terhadap berbagai

dokumen yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah diajukan di dalam sidang pengadilan pada

umumnya.

Selain itu penelitian ini juga menggali berbagai sumber tulisan atau dokumen yang pernah ada. Dengan

demikian penelitian ini melakukan kajian ke berbagai instansi atau institusi yang terkait dengan

permasalahan lingkungan seperti: Bapedal, LSM yang pernah menggugat, dan pengadilan. Setelah

memperoleh data yang cukup, data tersebut diolah dan dianalisis guna pembuatan laporan. Perolehan hasil

studi bahwa setelah tahun 1989 berdasarkan praktek pengadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dianggap cakap dan memiliki kewenangan hadir sebagai

penggugat di muka pengadilan di istilahkan dengan Standing to Sue in Conversation atau Standing to Sue in

Environmental Litigation. Hal ini dikuatkan dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38.

Sedangkan mengenai asas pembuktian dalam praktek perkara perdata lingkungan dikenal asas Strict

Liability atau tanggung jawab mutlak dimana dalam kasus pencemaran lingkungan tidak lagi didasarkan atas

kesalahan (liability based on fault) dimana penggugat bare akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil

membuktikan adanya kesalahan. Asas ini juga dianut dalam UU No 23 tahun 1997 pasal 35 meskipun tidak

secara penuh hanya bagi usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan panting terhadap

lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan

berbahaya dan beracun.
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